SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan
yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan dengan adanya perubahan
nominal dalam penganggaran Bantuan Langsung Tunai
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023




Mengingat

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung
Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun
Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-



10.

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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12,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun
2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 218);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
224),

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
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19.

20.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 11);
Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor
57);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 37
Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2022 Nomor 37);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 29);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022
Nomor 38);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal I
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun
2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung
Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 29) diubah sebagai
berikut :

Pasal 2
Penganggaran alokasi BLT dari DBHCHT di Daerah sebesar
Rp. 9.214.898.804 (sembilan milyar dua ratus empat belas
juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan
ratus empat rupiah), terdiri dari :

a. alokasi BLT dari DBHCHT sebesar Rp. 7.799.969.400
(tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus
rupiah) berasal dari alokasi DBHCHT Tahun 2023 yang
dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023; dan

b. alokasi BLT dari DBHCHT sebesar Rp. 1.414.929.404
(satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan
ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat
rupiah) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
DBHCHT sampai dengan Tahun 2022 yang dianggarkan
pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 Desemlotr 2023

BUPATI KLATEN,
cap

ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal [ Desemizer LoZ3

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
cap

ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 52

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEM PEMERINTAHAN DAN
KESEIAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUEUM
Cap
ttd
SRl RAHAYU



